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Retribusi daerah merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang 

berasal dari pungutan sebagai balasan jasa atas pemberian izin tertentu yang 

disediakan dan difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perseorangan 

atau suatu badan. Kabupaten Tanggamus memiliki kewenangan untuk melakukan 

pemungutan Retribusi Daerah dalam upaya menaikkan penerimaan daerah. 

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi 

Tempat Rekreasi dan Olahraga menjadi dasar hukum dalam melakukan pemungutan 

retribusi di Kabupaten Tanggamus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan 

menganalisis pemungutan retribusi tempat rekreasi pariwisata yang dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus serta kontribusinya terhadap Pendapatan 

Asli Daerah di Kabupaten Tanggamus. 

 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris, yaitu 

pendekatan dengan cara meneliti data primer atau kajian bekerjanya hukum dalam 

masyarakat. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder serta 

pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan. Pengelolaan 

data dilakukan dengaan cara seleksi data, klasifikasi data, dan penyusunan data. 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi 

Pariwisata di Kabupaten Tanggamus sudah dilaksanakan dengan peraturan yang 

ada yaitu Perda No. 2 Tahun 2016, hasil pungutan retribusi tersebut langsung ke 

Kas Daerah setiap hari berapapun nominalnya, dan memberikan kontribusi dari 

pungutan retribusi tempat rekreasi pariwisata pada PAD di tahun 2020 sebesar  

0,03%, tahun 2021 sebesar 0,06%, 2022 sebesar 0,02% dan 2023 sebesar 0,02%. 

PAD yang ada di Kabupaten Tanggamus. 
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Regional levies are one component of Regional Original Income which originates 

from levies in return for services for granting certain permits provided and 

facilitated by the regional government for the benefit of an individual or an entity. 

Tanggamus Regency has the authority to collect regional levies in an effort to 

increase regional revenues. Tanggamus Regency Regional Regulation Number 2 of 

2016 concerning Levy for Recreation and Sports Places is the legal basis for 

collecting levies in Tanggamus Regency. This research aims to determine and 

analyze the levy collection for tourism recreation areas carried out by the 

Tanggamus Regency Regional Government as well as its contribution to Original 

Icome in Tanggamus Regency. 

 

This research uses empirical juridical legal research methods, namely an approach 

by examining primary data or studying the operation of law in society. The data 

used are primary data and secondary data and data collection uses library research 

and field studies. Data management is carried out by means of data selection, data 

classification, and data preparation. 

 

The results of this research show that the levy collection for tourism recreation 

areas in Tanggamus Regency has been implemented according to existing 

regulations, the proceeds of the levy collection go directly to the regional treasury 

every day regardless of the nominal value, and the contribution from the levy 

collection for tourism recreation sites to PAD in 2020 is 0. 03%, in 2021 it will be 

0.06%, 2022 it will be 0.02% and 2023 it will be 0.02%. PAD in Tanggamus Regency. 
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